
Komisi II DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur/Wakil Gubernur seluruh
Indonesia pada 28–30 April 2025. Pertemuan tersebut membahas antara lain, mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer ke daerah (TKD), pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pengelolaan
kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah.

Salah satu hal yang disoroti oleh Komisi II DPR RI, yaitu mengenai pengawasan terhadap dana
TKD. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan Komisi II DPR RI mempunyai
tugas untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana transfer pusat ke daerah. Terkait
pengawasan tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai bahwa
pemanfaatan alokasi dana transfer daerah dari pemerintah pusat masih belum optimal dalam
mendorong kemajuan daerah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan
terhadap penggunaan dana tersebut. Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana TKD
dapat berdampak antara lain, terjadinya penyalahgunaan anggaran, inefisiensi anggaran,
menurunnya kualitas pelayanan publik, ketimpangan pembangunan antardaerah, hilangnya
kepercayaan publik, serta kesulitan dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan ke depan.

TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk
dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022).
TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Anggaran TKD ditetapkan
setiap tahun dalam UU mengenai APBN dengan rincian alokasi menurut
provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden (Perpres). Secara khusus
pengelolaan TKD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (PP 37/2023).

TKD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan
fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal),
sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di
seluruh daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengelolaan TKD akan
mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan
pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.
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PENGAWASAN DANA TRANSFER KE DAERAH
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Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan dana TKD yang
berbasis kinerja, dengan menguatkan pengawasan atas penggunaan DAU dan DAK,
terutama yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarking). Selain itu
memastikan penggunaan dana TKD selaras dengan prioritas pembangunan
nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, penguatan pelayanan dasar dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menekankan pentingnya peran
Inspektorat Daerah dalam pengawasan internal pelaksanaan TKD. Komisi II DPR RI
juga berencana akan membentuk panitia kerja (Panja) terhadap efektivitas
pengelolaan dan pengawasan dana TKD. Selain hal tersebut, dalam menjalankan
fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI juga dapat secara proaktif meminta laporan
audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) atas pengelolaan TKD di daerah. Komisi II DPR RI juga perlu
mendorong Kemendagri dan Kemenkeu untuk memastikan efektivitas dan
akuntabilitas serta transparansi penggunaan dana TKD melalui integrasi sistem
pengawasan.

dpr.go.id, 28 April 2025; 
inilah.com, 29 dan 30 April 2025;
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI tanggal 30 April 2025; dan
Rapat Kerja Komisi II DPR RI tanggal 30 April 2025.

Sumber

A
te

ns
i D

PRIs
u 

Se
pe

ka
n

Komisi II DPR RI memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
dana TKD. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan
dari APBN ke daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya. Hal ini juga
dapat sebagai dasar evaluasi dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Dari hasil Raker dan RDP
yang merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan tersebut, Komisi II DPR RI
mengapreasiasi daerah dengan kinerja penyerapan dana transfer yang baik, namun juga
menyoroti masih banyaknya daerah dengan realisasi rendah dan output yang tidak maksimal.
Komisi II DPR RI juga meminta setiap pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penggunaan
dana TKD dengan orientasi  pada outcome nyata dan kebermanfaatan publik untuk mendukung
prioritas pembangunan nasional. Kemendagri diharapkan terus berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terhadap formula pembagian
dan penggunaan DBH, DAU, dan DAK yang dinilai belum adil dan belum melibatkan pemerintah
daerah dalam proses tersebut.
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